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PENGANTAR dan SEJARAH ASURANSI DI INDONESIA
Manusia dalam perjalanan kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan pada berbagai peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi dan peristiwa-peristiwa tadi, jika benar-benar terjadi, akan dapat menimbulkan dua macam dampak yaitu:

1. Peristiwa tersebut membawa dampak yang menguntungkan atau baik, atau

2. Peristiwa tersebut membawa dampak yang merugikan atau buruk.

Peristiwa atau risiko yang menimbulkan dampak yang merugikan dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi, sehingga kerugian yang dialami atau diderita dapat diganti oleh perusahaan asuransi.

Asuransi yang pada mulanya sebagai suatu gagasan akan terpenuhinya kebutuhan proteksi, tumbuh dan berkembang terus sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang sejalan dengan tingkat perkembangan kebudayaan, sehingga sampai pada tingkat kemajuan ekonomi tertentu seperti sekarang ini dalam perkembangannya.

Asuransi bukan merupakan suatu pranata yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari sejarah perdagangan dan pelayaran yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat bisnis dan non bisnis.

Embrio asuransi sudah ada pada zaman Babilonia di kawasan Laut tengah kira-kira 3000 tahun sebelum masehi dengan nama Bottomary.

Dalam Bottomary, seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada pedagang (peminjam) yang mengangkut barang dengan kapal laut.  Jika kapal tenggelam, maka peminjam akan memiliki uang pinjaman tadi dan tidak wajib untuk mengembalikan pinjamannya.  Akan tetapi jika kapal dan barangnya selamat dan sampai di tempat tujuan, maka pemilik kapal / barang wajib mengembalikan uang pinjaman berikut bunga.

Kemudian konsep asuransi semakin berkembang hingga pada tahap perkembangan dalam bentuk pranata/lembaga keuangan modern.

Di Indonesia tidak ketahui secara pasti kapan penutupan asuransi dilakukan untuk pertama kalinya.  Yang diketahui bahwa asuransi sudah dikenal pada masa penjajahan Belanda.

Secara formal masuknya asuransi di Indonesia adalah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1848, karena di dalam KUHD diatur mengenai perjanjian asuransi.

Di Indonesia, masyarakat menggunakan kata Asuransi atau pertanggungan sebagai terjemahan dari Insurance (bahasa Inggris) atau Verzekering (bahasa Belanda).

Penggunaan kedua kata atau istilah tadi mempunyai landasan yang kuat karena KUHD yang memuat hukum materil asuransi menggunakan istilah Pertanggungan, sedangkan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menggunakan istilah Asuransi.

Asuransi, sejak abad ke-20 mengalami perkembangan yang sangat pesat di belahan dunia ini khususnya pada masyarakat dan negara yang perekonomiannya sudah mencapai kemajuan yang tinggi (developed countries), sehingga asuransi menembus ke seluruh aspek aktivitas individu, korporasi dan negara.

Pengertian asuransi dapat kita tinjau dari aspek perjanjian perdata dan dari aspek ekonomi.

Dari aspek perjanjian, kita dapat memberi pengertian asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak yaitu penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung atau orang yang diasuransikan atau yang mengasuransikan objek asuransi yang dapat berupa harta benda, jiwa manusia atau tanggung jawab hukum.  Dalam perjanjian asuransi tersebut, tertanggung wajib membayar sejumlah premi dan perusahaan asuransi wajib untuk mengganti kerugian atau memberi santunan (benefits) kepada tertanggung jika terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi atau lazim disebut polis.

Prof. Robert E. Keeton dan Alan I. Widiss memberikan definisi asuransi sebagai berikut:

“An insurance contract generally involves an aggreement by which one party (usually defined as insurer) is comitted to do something which is of value to another party (usually identified as an insured or beneficiary) upon the occurrence of some specified contigency.”

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246, memberikan definisi asuransi:

“Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu.”

Hingga saat ini dalam hukum nasional kita, definisi yang paling baru mengenai asuransi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 dalam pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Dari aspek ekonomi, asuransi diartikan sebagai pranata lembaga keuangan non bank yang menghimpun dana dari masyarakat untuk pembangunan ekonomi nasional.

Asuransi juga dapat diartikan sebagai mekanisme pengalihan risiko (Risk Transfer Mechanism), artinya tertanggung mengalihkan risiko yang dihadapinya kepada perusahaan asuransi.

Risiko diartikan sebagai:

1. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan terjadi, atau

2. Peristiwa atau keadaan yang diinginkan atau yang diharapkan tidak terjadi, keadaan itu lazim dikatakan sebagai kehilangan atau penurunan atau pemusnahan nilai ekonomi (dalam hal asuransi loss of profit atau kehilangan keuntungan).
